[ SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia  3896)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3962);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik



Menetapkan :

-0

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Barat Tahun 2021 Nomor 2);

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
188.34/4098/1929-111/BPKAD tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Barat Tahun Anggaran 2020 Dan Rancangan
Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Barat Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 35 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 35)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020
Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA  DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas:

(1) Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 147.337.429.067,13

Perbup-Kubar/180/2021



b. Dana Perimbangan Rp. 1.599.174.102.947,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 472.920.207.032,76

Jumlah Pendapatan Rp. 2.219.431.739.046,89

(2) Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 420.954.155.124,00
2. Belanja Bunga Rp. 0,00
3. Belanja Subsidi Rp. 0,00
4. Belanja Hibah Rp. 96.951.449.725,00
5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 30.180.031.083,00
6. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
7. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 340.592.712.898,00
8. Belanja Tidak Terduga Rp. 19.282.491.944,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 907.960.840.774,00

b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai Rp. 315.882.001.060,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 386.152.551.179,71
3. Belanja Modal Rp. 460.541.741.529,11
Jumlah Belanja Langsung Rp. 1.162.576.293.768,82
Total Belanja Rp. 2.070.537.134.542,82
Surplus/ (Defisit) Rp. 148.894.604.504,07

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 574.243.387.560,00
b. Pengeluaran Rp. (15.000.000.000,00)

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 12 Oktober 2021

BUPATI KUTAI BARAT,
TTD
FX. YAPAN
Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

AYONIUS

ADRIANUS JONI, SH.. M.M
NIP. 19790713 200502 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 40.
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